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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpassing sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/
Inpassing, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga
Sandi Negara tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui Inpassing;

1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor
OT.001/PERKA.122 /2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga
Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor
OT.001/PERKA.122 /2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1785);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Sandiman dan angka kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1253);

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun
2015 tentang Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan
Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2019);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL SANDIMAN MELALUI INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam
Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundangan dalam jangka waktu tertentu.

Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan

wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada
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instansi pemerintah.

Pejabat Fungsional Sandiman adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
persandian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis
maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang
relevan untuk menentukan kompetensi seorang Pejabat
Fungsional Sandiman sesuai atau tidak sesuai dengan
kompetensi kerja Pejabat Fungsional Sandiman.

Tim Penilai Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan hasil Uji Kompetensi, yang
bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai
Uji Kompetensi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan

Fungsional Sandiman melalui Inpassing.

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 2

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan
Fungsional Sandiman adalah PPK sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Jabatan yang Dapat Diangkat

Pasal 3

PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan

administrasi, dan jabatan fungsional umum dapat

diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman keahlian
atau keterampilan melalui Inpassing.

Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama dengan

pangkat paling tinggi pembina utama muda, golongan

ruang IV/c.

Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan

jabatan pelaksana.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu:

a. Jabatan Fungsional Sandiman pelaksana, pangkat
pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan
Pejabat Fungsional Sandiman penyelia, pangkat
penata, golongan ruang III/c; dan

b. Pejabat Fungsional Sandiman pertama, pangkat
penata muda tingkat I, golongan ruang IlI/b sampai
dengan Pejabat Fungsional Sandiman madya
pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b.

Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) yaitu bagi yang dibebaskan sementara dari

jabatannya karena dalam jangka waktu S5 (lima) tahun
sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak
dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.



